BUPATI SOLOK
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK
NOMOR    9    TAHUN  2014
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK,
	Menimbang
	:
	a.
	bahwa dengan dinamisnya penyelenggaraan Pemerintahan, terdapat perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014;

	
	
	b.
	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014;

	Mengingat
	:
	1.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

	
	
	2.
	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

	
	
	3.
	Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

	
	
	4.
	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

	
	
	5.
	Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	6.
	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

	
	
	7.
	Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);


	
	
	8.
	Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

	
	
	9.
	Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Solok dari Wilayah Kota Solok ke Kayu Aro-Sukarami (Arosuka) di Wilayah Kecamatan Gunung Talang Kabupaten Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4447);

	
	
	10.
	Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

	
	
	11.
	Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan  Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

	
	
	12.
	Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

	
	
	13.
	Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 13);


	
	
	14.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

	
	
	15.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

	
	
	16.
	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomkor 690);

	
	
	17.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.02/2013 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2014;

	
	
	18.
	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2014;

	
	
	19.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 8);

	
	
	20.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 6);


	
	
	26.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2010 tentang Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 7);

	
	
	27.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kebupaten Solok Tahun 2010 Nomor 8);

	
	
	28.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kabupaten Solok (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 10);

	
	
	29.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2010 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2010 Nomor 11);

	
	
	30.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 44);

	
	
	31.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 45), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 7 tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 55);

	
	
	32.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 47), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 57);

	
	
	33.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 48), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 54);

	
	
	34.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 49), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Nomor 56) ;

	
	
	35.
	Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 5);

	
	
	36.
	Peraturan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2013 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Solok Nomor 33 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Kabupaten Solok Tahun 2014 Nomor 9);

	
	
	37.
	Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 903-372-2014 tentang Aloksi Dana Bantuan Keuangan Yang Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Kabupaten Solok Tahun Anggaran 2014;

	
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN SOLOK

dan

BUPATI SOLOK

MEMUTUSKAN :



	Menetapkan
	:
	PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN ANGGARAN 2014.

	Pasal 1

	
	
	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 semula berjumlah Rp. 992.012.736.525,16 bertambah sejumlah Rp. 88.258.714.089,42 sehingga menjadi                             Rp. 1.080.271.450.614,58   dengan rincian sebagai berikut:

	
	
	a.
	Pendapatan
	

	
	
	
	1. Semula
	Rp.   
	923.426.726.868.00

	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.     
	58.120.429.452,00

	
	
	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan
	Rp.   
	981.547.156.320,00

	
	
	b.
	Belanja
	

	
	
	
	1. Semula
	Rp.   
	991.262.736.525,16

	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.     
	76.595.443.108,42

	
	
	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan
	Rp.   
	1.067.858.179.633,58

	
	
	
	(Defisit) setelah perubahan
	(Rp.   
	     86.311.023.313,58)

	
	
	c.
	Pembiayaan

	
	
	
	1.
	Penerimaan
	

	
	
	
	
	a) Semula
	 Rp.
	68.586.009.657,16

	
	
	
	
	b) Bertambah    
	 Rp.
	25.845.013.656,42

	
	
	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan     
	Rp.  Rp.
	     94.431.023.313,58

	
	
	
	2.
	Pengeluaran
	

	
	
	
	
	a) Semula
	Rp.
	      750.000.000,00

	
	
	
	
	b) Bertambah
	Rp.
	7.370.000.000,00

	
	
	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
	Rp.
	8.120.000.000,00

	
	
	Jumlah Pembiayaan Neto setelah Perubahan
	Rp.    
	86.311.023.313,58

	
	
	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan
	Rp.       
	-

	Pasal 2



	
	
	(1)
	Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari:

	
	
	
	a.
	Pendapatan Asli Daerah 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.   
	32.757.230.087,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.     
	9.911.726.065,00

	
	
	
	
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan
	Rp.   
	42.668.956.152,00


	
	
	
	b.
	Dana Perimbangan 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.  
	758.505.325.762,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.        
	6.518.432.406,00

	
	
	
	
	Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan
	Rp.   
	765.023.758.168,00

	
	
	
	c.
	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.   
	132.164.171.019,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.   
	41.690.270.981,00

	
	
	
	
	Jumlah lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan
	Rp.
	173.854.442.000,00

	
	
	(2)
	Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

	
	
	
	a.
	Pajak Daerah 
	    

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.     
	9.439.305.380,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.        
	124.163.875,00

	
	
	
	
	Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan
	 Rp.     
	9.563.469.255,00

	
	
	
	b.
	Retribusi Daerah  
	 

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.       
	8.610.666.872,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.      
	4.383.429.051,00

	
	
	
	
	Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan
	Rp.    
	12.994.095.923,00

	
	
	
	c.
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan              
	 

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.      
	7.457.908.335,00

	
	
	
	
	2. Berkurang
	 (Rp.     
	1.480.136.161,00)

	
	
	
	
	Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah Perubahan

	 Rp.       
	5.977.772.174,00

	
	
	
	d.
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah                             
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.      
	7.249.349.500,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.                
	6.884.269.300,00

	
	
	
	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan
	 Rp.      
	14.133.618.800,00

	
	
	(3)
	Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

	
	
	
	a.
	Dana Bagi Hasil  
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.   
	15.934.754.762,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.       
	6.518.432.406,00

	
	
	
	
	Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan
	 Rp.   
	22.453.187.168,00

	
	
	
	b.
	Dana Alokasi Umum 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp. 
	651.730.691.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.          
	-

	
	
	
	
	Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan
	Rp. 
	651.730.691.000,00

	
	
	
	c.
	Dana Alokasi Khusus 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.   
	90.839.880.000,00

	
	
	
	
	2. Berkurang
	 Rp.          
	-

	
	
	
	
	Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan
	Rp. 
	90.839.880.000,00

	
	
	(4)
	Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud   pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

	
	
	
	a.
	Hibah
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.        
	850.000.000,00

	
	
	
	
	2. Berkurang
	 (Rp.     
	47.245.000,00)

	
	
	
	
	Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan 
	 Rp.      
	802.755.000,00

	
	
	
	b.
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.    
	23.460.109.019,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.
-
	7.793.270.981,00

	
	
	
	
	Jumlah Dana Bagi hasil Pajak dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

	Rp.   
	31.253.380.000,00

	
	
	
	c.
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah                             
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.  
	107.854.062.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.  
	26.679.645.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus setelah Perubahan
	 Rp.
	134.533.707.000,00

	Pasal 3



	
	
	(1)
	Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

	
	
	
	a.
	Belanja Tidak Langsung 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	644.002.046.849,16

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.    
	20.918.095.085,42

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Tidak langsung setelah Perubahan
	 Rp. 
	664.920.141.934,58

	
	
	
	b.
	Belanja Langsung 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	347.260.689.676,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.   
	55.677.348.023,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan
	 Rp. 
	402.938.037.699,00

	
	
	(2)
	Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

	
	
	
	a.
	Belanja Pegawai 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	602.070.304.424,08

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.     
	20.448.589.247,11

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
	 Rp. 
	622.518.893.671,19

	
	
	
	b.
	Belanja Subsidi
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.      
	100.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.               
	-

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan
	 Rp.      
	100.000.000,00

	
	
	
	c.
	Belanja Hibah 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.  
	10.685.000.000,00

	
	
	
	
	2. Berkurang
	 (Rp.  
	734.000.000,00)

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan

	 Rp.  
	9.926.000.000,00

	
	
	
	d.
	Belanja Bantuan Sosial 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.      
	4.753.892.000,00    

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.   
	269.500.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan
	 Rp.   
	5.023.392.000,00

	
	
	
	e.
	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.  
	1.750.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.    
	11.280.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa
	 Rp.   
	1.761.280.000,00


	
	
	
	f.
	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	22.142.850.425,08

	
	
	
	
	2. Berkurang
	 (Rp.     
	77.274.161,69)

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa  
	 Rp.   
	22.065.576.263,39

	
	
	
	g.
	Belanja Tidak Terduga
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.  
	2.500.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.     
	1.000.000.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Tidak Terduga
	Rp.     
	3.500.000.000,00

	
	
	(3)
	Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

	
	
	
	a.
	Belanja Pegawai 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.   
	5.803.707.491,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.      
	1.395.245.718,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan
	 Rp.   
	
  7.198.953.209,00

	
	
	
	b.
	Belanja Barang dan Jasa 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	176.513.325.876,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.   
	25.755.563.884,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan

	 Rp.
	     202.268.889.760,00

	
	
	
	c.
	Belanja Modal  
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp. 
	164.943.656.309,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.   
	28.526.538.421,00

	
	
	
	
	Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan
	 Rp.  
	193.470.194.730,00

	Pasal 4



	
	
	(1)
	Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri  dari :

	
	
	
	a.
	Penerimaan 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.   
	68.586.009.657,16

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.  
	25.845.013.656,42

	
	
	
	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan
	 Rp.   
	     94.431.023.313,58

	
	
	
	b.
	Pengeluaran 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.   
	750.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.  
	7.370.000.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan
	 Rp.     
	8.120.000.000,00


	
	
	(2)
	Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:

	
	
	
	a.
	SILPA Tahun Anggaran sebelumnya
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.  
	37.836.009.657,16

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp. 
	31.638.284.637,42

	
	
	
	
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah Perubahan
	 Rp.  
	69.474.294.294,58

	
	
	
	b.
	Penerimaan Piutang Daerah 
	

	
	
	
	
	1. Semula
	 Rp.     
	750.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	 Rp.             
	-

	
	
	
	
	Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah Perubahan
	 Rp.     
	750.000.000,00

	
	
	(3)
	Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:

	
	
	
	a.
	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.   
	-

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.
	7.370.000.000,00

	
	
	
	
	Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah Perubahan

	Rp.
	7.370.000.000,00

	
	
	
	b.
	Pemberian Pinjaman Daerah
	
	

	
	
	
	
	1. Semula
	Rp.      
	750.000.000,00

	
	
	
	
	2. Bertambah
	Rp.            
	-

	
	
	
	
	Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah setelah Perubahan
	Rp.      
	750.000.000,00

	Pasal 5



	
	
	Uraian lebih lanjut tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

	
	
	1.
	 Lampiran I
	:
	 Ringkasan Perubahan APBD;

	
	
	2.
	Lampiran II
	:
	Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;

	
	
	3.
	Lampiran III
	:
	Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan Belanja dan Pembiayaan;

	
	
	4.
	Lampiran IV
	:
	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD,  Program dan Kegiatan;

	
	
	5.
	Lampiran V
	:
	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

	
	
	6.
	Lampiran VI
	:
	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;

	
	
	7.
	Lampiran VII
	:
	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

	
	
	8.
	Lampiran VIII
	:
	Daftar penyertaan modal (investasi) Daerah;

	
	
	9.
	Lampiran IX
	:
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;

	
	
	10.
	Lampiran X
	:
	Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;


	
	
	11.
	Lampiran XI
	:
	Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

	
	
	12.
	Lampiran XII
	:
	Daftar dana cadangan daerah; dan

	
	
	13.
	Lampiran XIII
	:
	Daftar pinjaman dan obligasi daerah.

	Pasal 6


	
	
	Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014.

	Pasal 7

	
	
	Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

	
	
	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Solok.


	
	Ditetapkan di Arosuka

pada tanggal                              2014
BUPATI SOLOK,
dto

SSYAMSU RAHIM

	Diundangkan di Arosuka

pada tanggal                           2014
SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN SOLOK,

dto
M. SALEH

 
	

	LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SOLOK  TAHUN 2014 NOMOR  ..............

              Salinan sesuai dengan aslinya 
        KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

                          EDRIZAL

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK, PROVINSI SUMATERA BARAT: (3/2014)
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